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Puji dan syukur kepada ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridho-Nya jualah Jurnal Ilmiah .

Hukum Kenotariatan “Repertorium” Volume: 1, Nomor: 2, Mei-Oktober 2011 ini telah dapat diterbitkan
sesual dengan harapan segenap civitas akademica Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.

Penamaan berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi isi, keberkalaan
dan kewajiban pasca terbit telah diupayakan sesuai dengan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
dan dinyatakan berlaku sejak 2 Oktober 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah.

Artikel 1lmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, Volume 1 ini
diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan topik dengan memperhatikan kepentingan pengembangan
ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya, serta ilmu dan praktik hukum bisnis pada umumnya.
~ Artikel Topik Utama menampilkan artikel-artikel hasil konversi Tesis mahasiswa Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

Kemandirian Notaris dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris oleh Mersi Yamin, Kekuatan Hukum Back Up Minuta Akta Yang Disimpan Dalam
- Media Elektronik Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Meyranti
Endah Tari, Perbandingan Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris Yang Diketahui Dan Disahkan Oleh

Camat/Lurah dan Kepala Desa Dengan Surat Keterangan Waris Yang di Legalisasi oleh Notaris oleh Fitri

Yulia Sari, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Keabsahan Akta Notaris Sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Tentang Akta Jual Beli Hak Atas Tanah oleh Diah Nabila, Peranan Notaris Dalam Kewajiban

Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Lingkungan (CSR) Oleh Perusahaan Perkebunan oleh Erawati Widayat,
Pelaksanaan Wewenang Majelis Pengawas Daerah Palembang Dalam Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan
Pemanggilan Notaris Pada Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan oleh Andy Widjaja, Pembuatan

Akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Asas Pemisahan Horisontal Terhadap Tanah Dan

Bangunan oleh Susanti, Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Terhadap

Kreditor Selaku Pemegang Jaminan Fidusia oleh Yandra Kesuma, dan Pembelian Objek Jaminan Fidusia

Oleh Bank yang ditulis oleh Feterson.

Selanjutnya, Artikel Topik Lepas menyajikan artikel-artikel hasil penelitian dan artikel konseptual karya Tenaga
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, yaitu: Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan
Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal yang ditulis oleh Antonius Suhadi AR,
- Mada Apriandi Zuhir, Herman Adriansyah, dan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Investasi Menurut
Sistem UU Pemerintahan Daerah dan Sistem UU Penanaman Modal: Pelimpahan Setengah Hati? ditulis oleh
Saut P. Panjaitan. ' ‘

Kemudian, khusus Artikel Ringkasan/Konversi Disertasi memuat artikel karya Dr. Firman Muntaqgo, S.H.,
- M.Hum. , Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul: Harmonisasi Hukum Investasi
Bidang Perkebunan.

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” Volume 1 ini diakhiri oleh artikel khusus berbahasa Inggris
(English Corner), yaitu : The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh
Meria Utama.

Akhirnya, Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Volume Perdana ini. Tidak lupa pula, Redaksi
mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman guna meningkatkan kualitas
Jurnal [lmiah Hukum Kenotarlatan “Repertorium™ in1 untuk volume berikutnya. Selamat Membaca, dan semoga
bermanfaat.

Palembang, Oktober 2011
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HARMONISASI HUKUM INVESTASI BIDANG PERKEBUNAN®

Oleh
Firman Muntagqo,

Setelah kemerdekaan, berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila, keterbatasan negara dalam membiayai pembangunan
bidang perkebunan dalam meningkatkan ekonomi rakyat mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan modal yang
berasal dari investasi dengan tetap berpegang pada sifat kerakyatan (mengutamakan kepentingan rakyat/
natuurlijkepersoon) dan menempatkan agraria (terutama tanah) sebagai asset, bukan sebagai komoditas perdagangan.
Namun, berbagi peraturan bidang perkebunan yang dterbitkan ternyata tidak harmonis (tidak sinkron dan tidak konsisten)
dengan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dan UUPA, karena lebih mengutamakan kepentingan investor yang umumnya
adalah badan hukum (rechtspersoon) sebagaimana yang terjadi sebelum kemerdekaan. Akibatnya, penerapan berbagai
peraturan memicu terjadinya konflik dan sengketa pertanahan bidang perkebunan hampir di seluruh Indonesia. Kondisi
demikian harus diatasi dengan melakukan harmonisasi hukum (peraturan) bidang perkebunan yang ditujukan untuk
menyerasikan kepentingan rakyat dalam meningkatkan ekonominya, kepentingan negara/pemerintah dan kepentingan
investor dalam satu kerangka hubungan hukum yang saling menguntungkan. Konsep hulum yang ditawarkan adalah
“Win-win solution” sebagai prinsip pengaturan investasi bidang perkebunan berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila
yang secara teknis dilakukan dengan melakukan pencabutan, penyempurnaan, penggantian, penambahan pasal maupun
ayat berbagai peraturan yang mengatur investasi bidang perkebunan, terutama UUPA, Undang-Undang Penanaman
Modal dan Peraturan pelaksanaanya. |

A. Latar Belakang alam yang bersifat vital dan strategis seperti,
tanah, hutan, air, dan bahan-bahan tambang
| dalam jumlah besar yang umumnya berlokasi
perorangan, masyarakat, korporasi, maupun institusi di daerah Pemanfaatan tanah bagi investasi
perkebunan adalah bentuk pemanfaatan tanah
yang demikian luas yang diatur oleh UUPA
sebagal pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat 3
termasuk dalam pembangunan perkebunan. UUD NRI 1945, bahwa “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
mendesak ketika pemerintah tidak mempunyai dana sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Di era global, investasi menjadi kebutuhan

- publik, bahkan menjadi kebutuhan vital dan strategis

bagi pemerintah dalam membangun perekonomian,
Kebutuhan terhadap investasi menjadi lebih

ang cuk k laksénakan embangunan o . . .
£ e up untuk me P 5 Dengan demikian, tujuan investasi perkebunan

erekonomian.Investasi harus diatur dan
P adalah untuk sebesar-besar kamakmuran rakyat.

dimanfaatkan dengan benar, karena selain - . .
8 Peraturan pemanfaatan tanah bagi investasi

berdampak positif, investasi pada umumnya,- . .
pak P ’ P 4 perkebunan seharusnya dapat diserasikan dengan

t - . = . . .
ermasuk investasi perkebunan dapat menimbulkan dengan kepentingan rakyat Indonesia yang sebagian

dampak negatif, yaitu: besar masih tergolong ekonomi lemah, berpendidikan

I. Eksploitasi sumber daya secara besar-besaran rendah, dan berpola hidup tradisionil, sehingga sangat
dan melampaui batas kemampuan (menimbul-
kan kerusakan lingkungan); '

-~ 2. Tidak/kurang memanfaatkan kekuatan lokal

' sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan produksi utama untuk menghasilkan komoditas

kesenjangan ekonomi;

3. Penyelundupan hukum untuk berbagai |
kepentingan, terlebih apabila investasi tersebut masih kuat hukum adatnya, hubungan antara

berskala besar dan memanfaatkan kekayaan masyarakat dengan tanah sangat erat dan bersifat

menggantungkan pemenuhan hidup dan keluarganya

dari manfaat yang dihasilkan oleh tanah sebagai faktor

pertanian dan perkebunan. Pada masyarakat yang

" Ringkasan disertasi dipersentasikan pada rapat senat terbuka Universitas di Ponogoro tanggal 25 Mei 2012, Program Pasca
- Sarjana Universitas di Ponogoro Semarang.

|
|
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| |
magisch religious, sehingga tanah lebih dipandang perkebunan, dan; aspek material peraturan,

sebagai asset yang menyatu dengan manusia, tidak yaitu:

sekedar sebagai komoditas

yang bebas diperdagangkan, sehingga tanah menjadi C. Permasalahan
| benda'yang sulit untuk digantikan kedudukannya Berdasarkan latar belakang dan fokus studi,
dengan benda lain. | pembahasan terhadap harmonisasi hukum investasi

bidangperkebunan meliputi:

B. Fokus Studi 1. Bagaimanakah harmonisasi hukum investasi

Kajian harmonisasi hukum adalah kajian bidang perkebunan ?

pengembanan hukum (rechtsbeoefening)' yang 2. Apakah faktor yuridis signifikan yang

' meliputi aspek filsafat hukum, teori hukum dan mempengaruhi harmonisasi hukum investasi
dogmatik hukum? yang beranjak dari pengembanan bidang perkebunan ?
peraturan investasi bidang perkebunan dengan fokus 3. Apakahkonsep hukum yang dapat digunakan
pada aspek pengadaan tanah, hubungan antara untuk membentuk hukum investasi perkebunan
petani/ pekebun dengan perusahaan (farming yang harmonis sebagai sarana mewujudkan
contract) yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sebesar-besar kemakmuran rakyat ?

pemanfaatannya; dan masalah buruh lepas/buruh

perkebuﬁan, meliputi: D. Tujuan Penelitian
a. Aspek formal peraturan, yaitu: kewenangan, Berdasarkan permasalahan, penelitian
proses, prosedur, bentuk, jenis, hierarki, dan bertujuan :

daya ikat peraturan penanaman modal bidang

'Dalam bahasa Indonesia rechtsbeoefening dialihbahasakan menjadi “pengembanan hukum” yang dimaknakan sebagai, kegiatan
manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat, mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menemukan,
meneliti dan secara sistematikal mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah
penelitian yang beranjak dari pemaknaan hukum oleh ilmu hukum, yaitu hukum sebagai Sistem Nilai dan Aturan/Norma Sosial yang di
dalamnya sarat dengan nilai. Oleh karena itu, untuk mempelajari hukum (meneliti hukum), maka kondisi instrinsik dari aturan hukum harus
difahami. /lmu Hukum adalah ilmu yang berkarakter preskriptif dan terapan/praktis (I[Imu terapan yang preskriptif-pen). Sebagai ilmu
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma
hukum. Sebagai ilmu terapan, maka ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam pelaksanaan aturan
hukum. Sebagai ilmu terapan/praktis, ilmu hukum menjadikan penerapan hukum sebagai objek penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian
hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
(permasalahan hukum-pen) yang dihadapi.

Philipus Mandiri Hadjon menggunakan istilah “Pengkajian Ilmu Hukum untuk penelitian hukum, dari bahasa Belanda de beoefening
van de rechtswetenschap atau het bedrijven van de rechtswetenschap. Sebagaimana hukum yang memiliki sisi normatif dan praktis, maka
penelitian hukum memiliki sisi normatif yang lebih dikenal dengan metode penelitian hukum normatif atau metode doktrinal. Namun,
penelitian untuk sisi praktisnya/penerapannya penerapan hukum) seringkali secara tidak tepat disebut dengan penelitian yuridis empiris/
sosiologis. Penelitian sisi praktis/ penerapan hukum tersebut tetaplah merupakan penelitian hukum, karena mengacu pada nilai dan kaidah
dengan tujuan akhir menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah
hukum yang dihadapi. Menurut Bernard Arif Sidharta, segala sesuatunya dalam penelitian hukum pengolahan akhir berbagai masukan tetap
hanya dapat dilakukan dengan metode normatif (doktrinal) yang mengacu pada nilai dan kaidah, karena tujuan penelitian hukum adalah
untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi

Mengutip pendapat Enid Campbell et al, Peter Mahmud Marzuki menyatakan, atas dasar kenyataan ilmu hukum mempunyai dua
aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoretis, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi untuk keperluan praktis dan penelitian untuk kajian
akademis. Periksa : Meuwissen, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, terjemahan

~ Bernard Arief Sidharta, 2007. Bandung: Refika Aditama, hlm. vii. Periksa juga: Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta:

Prenada Media, hlm. 20-35. Periksa juga : Philipus Mandir1 Hadjon, 1997. “Pengkajian Ilmu Hukum”, Materi Pelatihan*‘Metode Penelitian
Hukum Normatif. Surabaya: Pusat Penelitian Pengembangan Hukum bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 6-7.
Periksa juga : Bernard Arief Sidharta, 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan
Sifat Keilmuan llmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, , him. 194.

2[Imu hukum dalam arti luas meliputi 3 (tiga) lapisan, yaitu: Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum (Ilmu Hukum
dalam arti sempit). Periksa: Meuwissen, op.cit., hlm. vii-1x
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I.. Mengkaji hukum investasi bidang perkebunan
melalui inventarisasi, analisis dan sistematisasi
peraturan investasi, terutama peraturan yang

mengatur pengadaan tanah, hubungan antara
petani/pekebun dengan perusahaan (farming
contract) yang berkaitan dengan hak atas tanah
dan pemanfaatannya; serta masalah buruh lepas/
harian perkebunan untuk menjelaskan aspek
harmonisasi hukum investasi bidang
perkebunan yang meliputi aspek sinkronisasi
(vertikal maupun horizontal), konsistensi dan
sistematisasinya (internal maupun eksternal).

2. M-engkaji taktor yuridis yang signifikan menjadi
kendala pengaturan dan pembentukan hukum
investasi bidang perkebunan yang harmonis.

3. Menemukan konsep hukum bagi pembentukan
hukum investasi bidang perkebunan yang
harmonis sebagai sarana mewujudkan sebesar-

besar kemakmuran rakyat.

F. Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka konseptual yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi:

l. Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945 sebégai
landasan harmonisasi hukum investasi bidang

/ -perkebunan;

2. Sila ke lima Pancasila serta asas perekonomian
dan kesejahteraan sosial sebagai dasay

| pémbentukan peraturan investasi bidang

perkebunan yang harmonis berdasarkan hak
menguasai negara atas agraria/tanah:

- 3. Sistem hukum yang harmonis;

- 4. Asas pembentukan peraturan sebagai dasar

: pengujian peraturan investasi bidang perkebunan;

Ij J. Perlindungan hukum yang berkeadilan dalam

| rangka penegakan HAM ekonomi dalam

investasi bidang perkebunan:

- 0. Negara kesejahteraan yang berkeadilan sebagai

landasan pembangunan perekonomian dan

~ kesejahteraan sosial melalui strategi pemerataan
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sebagal dasar pengaturan investasi bidang
perkebunan; dan

1. “Win-win solution” sebagai prinsip pengaturan
investasi bidang perkebunan berdasarkan Sistem

Ekonomi Pancasila.

G. Metode Penelitian _

Penelitian hukum normatif ini menggunakan
bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum
besumber dari kepustakaan, yang lebih dikenal dengan
data sekunder dibedakan menjadi, Bahan hukum
primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan non
hukum adalah bahan diluar bahan hukum yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,
terutama yang membahas penanaman modal bidang
perkebunan. Pendekatan penelitian menggunakan
statute approach methode,; conceptual approach
methode, historical approach methode; dan Juturistic
approach methode Penggalian bahan penelitian
didasarkan pada aspek relevansi dan si gnifikansinya
dalam menjawab permasalahan/isu hukum yang
dibahas, oleh karena itu lokasi penelitian tidak
ditentukan secara spesifik. Pengumpulan bahan
penelitian telah dilakukan di berbagai perpustakaan, '
kantor Pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum, kantor
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), kantor
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan
perkebunan, dan penelusuran bahan melalui internet.
Analisis Bahan Penelitian dilakukan melalui tahapan

Konseptualisasi, Relasi, dan

Kategorisasi,
Explanasi, dilanjutkan dengan menafsirkannya guna
menarik kesimpulan dengan menggunakan metode

penafsiran bertujuan.

H. Temuan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1. Investasi bidang perkebunan adalah kebutuhan
sejak zaman kolonial, sekarang dan masa

mendatang;
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2. Beberapa kasus perkebunan yang dipicu

perebutan akses terhadap tanah yang terjadi

sejak zaman kolonial belum dapat diselesaikan;

3. Penerapan asas pemberlakuan yang sama pada
tataran pengadaan tanah untuk investasi
perkebunan menimbulkan ketidakadilan;

4. Adanya tindakan sepihak dari masyarakat berupa
mengambil kembali tanah yang dikuasai oleh
perusahaan perkebunan, pemerintah, maupun
perusahaan dengan cara melakukan reclaiming
yang dikenal dengan “Pemetaan Partisipatif”,
kérena peraturan yang ada dinilai tidak
memberikan kepastian dan keadilan bagi rakyat;

5. Pengaturan Hak Guna Usaha dalam UUPA

- bersifat diskriminati dan bertentangan dengan
Hak Bangsa serta Hak Asasi Manusia, terutama
Hak Ekonomi yang dijamin UUD NRI 1945 serta
Hukum Adat yang menjadi sumber pembentukan
UUPA; '

6. Pembentukan peraturan investasi bidang
.perkébunan signifikan dipengaruhi oleh orientasi
hukum pemerintah dan kepentingan pengusaha
perkebunan;

7. Kebutuhan untuk menarik investasi sebesar-
besarnya menuntut Indonesia menyesuaikan
berbagai peraturan yang berkaitan dengan
investasi sesuai perkembahgan peraturan
investasi di dunia internasional.

8. Peraturan berpotensi signifikan sebagai pemicu
sengketa dalam investasi bidang perkebunan;

9. Adanya tuntutan reformasi hukum agraria,
termasuk reformasi pemanfaatan tanah bagi
investasi bidang perkebunan yang berkepastian
dan berkeadilan; '

10. Keseluruhan temuan di atas bermuara pada

kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum

174

investasi bidang perkebunan dalam rangka

mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

I. Simpulan Dan Implikasi Penelitian
Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik simpulan
sebé,gai berikut:

1. Harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan
berdasarkan periodesasi berlakunya peraturan,
yaitu:

a. Periode kolonialHukum investasi bidang
perkebunan tidak harmonis. | |

b. Periode Pendudukan Jepang.hukum
investasi bidang perkebunan tetap dalam
keadaan tidak harmonis.

c. Periode Setelah kemerdekaan, yaitu:

1). Masa Revolusi Mempertahankan
Kemerdekaan (1945-1949) Hukum
investasi bidang perkebunan belum
harmonis.

2). Masa Orde Lama (1949-1967)

Pada masa ini peraturan bidang
investasi bidang perkebunan belum
- harmonis.

3). Masa Orde Baru (1967-1997)

- Peraturan investasi bidang perkebunan
tidak harmonis. | |

4). Masa Orde Reformasi (Setelah 1997).

Hukum investasi bidang perkebunan
belum harmonis.
Pemerintah berupaya melakukan
harmonisasi peraturan dengan dalam
pemanféatan tanah dalam investasi
bidang perkebunan.

2. Faktor yuridis yang signifikan mempengaruhi
harmonisasi peraturan investasi bidang

perkebunan, yaitu:
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~ a. +Periode Kolonial:

). Indonesia adalah negara jajahan yang sistem

2).

hukumnya ditundukkan pada sistem hukum
penjajah/kolonial  yang  bersifat
individualistis, liberalistis dan materialistis
(subordinasi Hukum Indonesia oleh
Hukum Belanda).

Orientasi politik hukum yang mendasari

pembentukan peraturan investasi zaman

kolonial adalah kepentingan ekonomi
pemerintah kolonial dan pengusaha

perkebunan, terutama pengusaha

perkebunan Eropa, khususnya pengusaha
" Belanda.

b. Periode Setelah Kemerdekaan, yaitu :
1) Masa Orde Lama (1945 — 1967):

a)

b)

Konsentrasi dan orientasi politik hukum
negara/pemerintah yang lebih ditujukan
untuk mempertahankan kemerdekaan,
sehingga hukum yang diberlakukan pada
waktu itu pada dasarnya masih bersifat
sementara, oleh karena itu berdasarkan Pasal
I AP UUD NRI 1945 peraturan investas;

‘bidang perkebunan kolonial secara formal

masih berlaku untuk mencegah rechts

vacuum, sepanjang tidak bertentangan
dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. -

Rasa nasionalisme dan anti kolonialisme

_yang mengakibatkan anti terhadap sistem

‘hukum barat bermuara pada penilaian

bahwa investasi adalah bentuk kolonialisme

yang melakukan penghisapan atas rakyat

Indonesia, serta menghambat jalannya

revolusi Indonesia.

2) Masa Orde Baru (1967 — 1997):

a)

Orientasi hukum pemerintah yan g bercorak
kapitalis. Hal ini tercermin dari berbagai

peraturan yang dikeluarkan untuk
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mengamankan program pembangunan
besar-besaran bidang perkebunan, yaitu
Program Agro Industri melalui pemupukan
modal guna mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Pola pembangunan
perekonomian demikian sesungguhnya
adalah pbla pembangunan gaya Kapitalis
yang bertentangan dengan politik agraria
populis/neo  populis sebagaimana
diamanatkan UUD NRI 1945 dan hukum
lebih digunakan sebagai instrumen untuk
menjaga ketertiban dibandingkan untuk -
menegakkan keadilan. UUPA yang
mengutamakan asas pemerataan.
Untuk mengamankan Program Agro Industri
dengan berbagai cara atas dasar HMN yang
diatur dalam UUPA, pemerintah menerbitkan
berbagai peraturan yang secara formal
dinyatakan bersumber pada UUPA,
walaupun secara material bertentangan
dengan UUPA, karena peraturan yang
diterbitkan lebih memihak pada perusahéan,
namun:

1. Mengorbankan kepentingan rakyat
untuk mengakses tanah bagi usaha
perkebunan:

2. Melemahnya kedudukan petani/pekebun
dalam hubungannya dengan perusahaan
yang tertuang dalam kontrak pertanian
(farming contract); dan

3. Mengakibatkan ter; adinya ketergan-
tungan yang tinggi buruh tani/
perkebunan terhadap perusahaan
sehingga buruh tani/kebun harus bersedia
dibayar murah sebagai akibat besarnya
jumlah petani yang menjadi buruh
perkebunan karena termarjinalnya petani
dari pemilik tanah menjadi buruh tani/
kebun (petani tak bertanah).
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b) P'endekatan stabilitas dan keamanan

dilakukan oleh pemerintah Orde baru untuk
mengamankan pelaksanaan Program Agro
Industri. Sering kali pemerintah langsung
turun tangan dalam pengadaan tanah untuk
investasi perkebunan, sehingga

Pemerintah memandang persoalan tanah,
termasuk pengadaan tanah bagi investasl
bidang perkebunan sebagai masalah teknis,
bukan masalah yang mendasar/inti dalam
pembangunan perekonomian. Hal ini
menunjukkan pemerintah sesungguhnya
menempatkan tanah sebagai komoditas,
bukan sebagai asset dan faktor produksi
utama bagi rakyat dalam memenuhi
kebutuhan hidup dan keluarganya yang
menyatu dalam kehidupan rakyat dalam
hubungan yang bersifat magisch religious,
sehingga pemerintah berkewajiban
memperkuat kedudukan pemilikan dan
penguasaanya tanah oleh rakyat,
mendistribusikannya secara merata terutama

pada rakyat tani/ pekebun sebagaimana yang

diamanatkan UUPA dalam rangka

mewujudkan sebesar-besar kemakmuran

rakyat.

3) Masa Orde Reformasi (1997—Seterusnya):

~a) Perbedaan orientasi hukum antara
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pemerintah dan perusahaan yang
memandang tanah sebagai komoditas
déngan orientasi sebagian besar masyarakat
Indonesia yang memandang tanah sebagai
asset yang cenderung tidak dapat digantikan
dengan benda lain yang mempunyai peran
vital dan strategis sebagai faktor produksi
dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan
keluarga pada sebagian besar rakyat,

terutama petani/pekebun.

b) Secara substansi, pengaturan HMN, HGU,
Hak Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Hak
Ulayat dalam UUPA tidak sinkron dan tidak

‘konsisten dengan pengertian Hak Bangsa
yang yang men) adi sumber hak-hak atas
tanah lainnya dan menjadi dasar pengaturan
hubungan antar subjek hukum dengan tanah
(hak atas tanah).
Dalam kaitannya dengan pengadaan tanah
bagi investasi bidang perkebunan, UUPA
memberikan kedudukan HMN dan HGU
lebih lebih kuat dibandingkan dengan Hak
Adat dan Hak Masyarakat Hukum Adat/Hak
Ulayat yang seharusnya diperkuat oleh
pemerintah/negara. Hal in1 bertentangan
dengan sikap UUPA dinyatakan bersumber
pada hukum adat.

¢) UUPA, tidak memasukkan pemanfaatan
tanah bagi kegiatan penanaman modal di
bidang perkebunan sebagai bagian dari
program landreform/ pemerataan pemilikan/
pehguasaan tanah.

d) Lemahnya kemampuan membentuk
peraturan, khususnya di daerah sebagai
akibat minimnya legal drafter, minimnya
dana yang dialokasikan oleh pemerintah

g maupun daerah, dan ketiadaan sanksi yang
dapat diterapkan apabila pembentukaﬁ .
peraturan di bawah Undang-Undang,
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah
tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU
No.10/2004.

e) Pembentukan peraturan penanaman modal,
terutama di daerah lebih berorientasi untuk
melegalisasi pungutan guna meningkatkan

PAD dan perda yang bersifat administratif.
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Konsep pembentukan hukum/peraturan
penanaman modal di masa yang akan datang
adalah konsep hukum “Win-Win Solution Sebagai
Prinsip Alokasi dan Distribusi Hak Atas Dalam
Rangka Optimalisasi Pengaturan Pemanfaatan
Hak_ Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Bidang
Perkebunan” berdasarkan Pasal 33 UUD NRI
1945 dan UUPA yang dilaksanakan melalui
penerapan staretegi/politik agraria Populis/Neo
Populis berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila
yang bersifat terbuka, sebagai sarana untuk
mengharmonisasikan kepentingan investor,
pemerintah dan rakyat secara serasi, selaras dan
seimbang dalam rangka menciptakan kepastian
hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan
dalam hﬁbungan yang sinergis, integratif, dan
saling menguntungkan, sehingga hak atas tanah,
perusahaan perkebunan, pemerintah, petani dan
buruh harian perkebunan menjadi asset yéng
menyatu sesual dengan politik agraria PopuliS/
Ned Populis yang diamanatkan Pasal 33 UUD
NRI 1945 dan UUPA.

Konsep hukum ini dilaksanakan dengan cara
menetapkan kuota pemanfaatan tanah, yaitu
menetapkan alokasi dan distribusi tanah
perkebunan dengan proporsi 50 % untuk
perusahaan sebagai inti dengan hak atas tanah
~ berupa HGU dan 50 % untuk didistribusikan pada
rakyat dengan hak atas tanah berupa

Hak Milik. Hasil penelitian membawa 1mplikasi
berupa penyempurnaan, penambahan,
pencabutan, dan penggantian pasal-pasal aturan
hukum yanﬂg mengatur investasi bidang
perkebunan, meliputi:

Undaﬁg—Undang Pokok Agraria, yaitu :

a Penambahan ayat d, e, dan f pada Pasal 2

ayat (2) UUPA dengan argumen: '
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1) Rumusan Pasal 2 ayat (2) UUPA tidak
jelas, tidak ada batasan, terlalu luas,
sehingga berpotensi disalahgunakan
rejim yang berkuasa -

2) Bertentangan dengan sila Sila Persatuan
Indonesia dan Semboyan Bhinneka
lunggal Tka/Pluralisme Bangsa, yang
sesungguhnya menganut asas

desentralisasi.

b Penyempurnaan Pasal 3 UUPA, dengan argumen

rumusan pasal 3 UUPA sangat kabur maknanya
dan bertentangan dengan sejarah hak masyarakat
adat yang telah ada sebelum negara Indonesia
berdiri sebagai hak asasi manusia yang diakui
UUD NRI 1945.

Penambahan Pasal 6 dengan Pasal 6A, dengan
argumen, Pasal 6 UUPA yang mengatur asas
fungsi sosial hak atas tanah harus merupakan
bagian dari upaya/program pemerataan pemilikan
hak atas tanah, sebagai pelaksanaan kewajiban
negara menegakkan hak asasi manusia Indonesia
yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Pasal 28 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (4),
(), (6), dan ayat (7), dengan argumen Pasal 28
UUPA belum memasukkan pemberian HGU
sebagai bagian dari strategi pemerataan pemilikan

tanah berdasarkan politik agraria populis untuk

mencapail sebesar-besar kemakmuran rakyat

berdasarkan asas optimalisasi pemerataan
pemilikan tanah.

Undang-Undang Penanaman Modal/UUPM,
yaitu:a. Pasal 3 Ayat (2) ditambah dengan huruf
1, dengan argumen, hampir seluruh investasi
dalam bentuk penanaman modal memerlukan
agraria, terutama tanah. Namun, strategi
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

investasi tidak didasarkan pada strategi
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-
pemerataan pemilikan agraria, khususnya

penguasaan/pemilikan tanah yang menjamin
kelangsungan ketersediaan pekerjaan, tanpa
mengganggu proses produksi, ketersediaan

lapangan kerja yang berkelanjutan yang

menuntut adanya distribusi pemilikan tanah.
UUPM bertumpu pada pasar buruh bebas dan
méneinpatkan agraria, terutama tanah sebagai
komoditas perdagangan semata, yang
bertentangan dengan politik agraria populis/neo
- populis yang menempatkan tanah sebagai asset
yang harus didistribusikan secara serasi dan
seimbang pemilikannya antara rakyat dan
perusahaan perkebunan demi menjamin
keberlanjutan ketersediaan -pekerjaan untuk
semua pihak.
.P.asal 30 dicabut dengan argumen perumusan
demikian bersifat diskriminatif. Perlindungan
demikian telah diatur diatur dalam KHUP, selain
itu usaha perkebunan bukan termasuk kategor1
kepentingan umum.
. Undang-Undang Perkebunan, yaitu:
Bagién Menimbang huruf b disempurna-kan,
karena tidak memasukkan pembangunan per-
kebunan sebagai bagian dari strategi pemefataan
pemilikan tanah perkebunan oleh rakyat.
Pasal 3 ditambah satu huruf yaitu huruf a, dan
huruf-huruf selanjutnya disesuaikan tata
susunannya, dengan argumen perkebunan
adalah salah satu bentuk peﬁlanfaatan tanah.
Oleh kafena itu, seharusnya bertolak dari
_upaya mewujudkan sebesar-besar kemakmuran
rakyat melalulr pemerataan pemilikan-tanah

perkebunan yang serasi dan seimbang dengan
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perusahaan perkebunan yang diamanatkan

politik agraria populis.

c. Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf dan ditempatkan
sebagal huruf b, selanjutnya disesuaikan tata
susunannya, dengan argumen pasal 1ni
seharusnya memasukkan aspek
pendistfibusian/ pemerataan pemilikan tanah
dalam usaha perkebunan sebagai implementasi
politik agraria populis/neo populis yang
diamanatkan UUD NRI 1945.

d. Pasal9ayat (2) disesmpurnakan rumusannya dan
ditambah dengan ayat (3), dengan argumen
1) Ketentuan ini bertentangan dengan politik

agraria populis yang mengutamakan
pemerataan pemilikan tanah melalui
program landreform.

2) Ketentuan ini bertujuan untuk melepaskan
pemilikan tanah (memandang tanah sebagai
komoditas) oleh masyarakat hukum adat,
dan membatasi alternatif lain yang dapat
diambil dalam musyawarah.

3) Ketentuan ini berpotensi memarginalkan
masyarakat dari pemilik tanah /kebun
menjadi buruh perkebunan.

e. Pasal 20 Ketentuan ini harus dicabut, dengan
argumen;

1) “Bersifat apriori, berlebihan, dan berpotensi
membenturkan aparat negara dengan rakyat
demi kepentingan perusahaan yang
kedudukannya tidak berbeda dengan rakyat pada
umumnya.

2) Pengaturan demikian telah ada dalam KHUP.

3) Merupakan bentuk pemihakan pemerintah pada

perusahaan yang berlebihan dan perlakuan
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%

diskriminatif, karena usaha perkebunan bukan

termasuk kategori kepentingan umum.
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